
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sakuru sebagai mitra 

pemerintah desa. 

a. Hubungan kerja sama BPD sebagai mitra pemerintah desa 

sakuru kecamatan monta sudah terwujud dalam melakukan 

tugas dan fungsinya 

b. Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat sudah dijalankan oleh BPD melalui forum-forum 

yang ada dan dalam forum tersebut dapat digunakan untuk 

mengelola akuntabilitas dan transparasi 

c. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD 

sudah cukup efisien dalam mengimplementasikan kinerjanya 

dalam pengawasan. 

2. Kendala yang mempengaruhi kinerja BPD serta solusinya dalam 

membantu menyelenggarakan pemerintah desa yaitu: 

 masyarakat didesa sakuru masih merasakan belum efisiennya 

BPD dalam menampung aspirasi masyarakat didesa sakuru 



 

 

 kinerja BPD yang belum efisien dalam pengawasan 

pembangunan desa yakni sebagaimana perannya sebagai 

perwakilan rakyat yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

mensejahterakan masyarakat desa. 

 Masih kurangnya efisiensi kinerja BPD dalam keterlibatan 

dalam menyusun RKP desa. 

 BPD masih kurang dalam keterlibatan BPD desa sakuru dalam 

proses kinerja diakibatkan tunjangan yang relatife kecil 

sehingga BPD tidak dapat mengandalkan kerjanya didalam 

kantor saja melaikan memiliki poksi kerja selain dari pada 

jabatanya di BPD desa sakuru. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran BPD 

dalam kinerjanya sebgai mitra pemerintah desa sakuru. 

a. Memberikan arahan pada proses sosialisasi masyarakat. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

c. Meningkatkan regulasi mengenai besaran tunjangan anggota 

BPD 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya keanggotaan BPD desa 

sakuru. 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 SARAN 

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, harus berkhususkan keterkaitan dengan fungsi dan 

konroling dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah desa yang 

sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan 

menjalankan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun atau telah 

ditampung. 

2. Dalam pemerintah kabupaten bima khususnya di dalam 

pemerintahan desa sakuru harus berkaitan untuk lebih 

meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat terkiat dengan tugas dan fungsi badan 

permusyawaratan desa (BPD) sebagai Lembaga mitra pemerintah 

desa. 

3. Yang lebih penting lagi adalah meningkatkan atau 

mengembangkan lebih reaktif dan lebih intensif dengan 

komunikasi yang bail dan sehat yang mendepankan urusan 

masayarakat desa. 
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Gambar 01: aktivitas masyarakat di Kantor desa dan kantor BPD  

 

 

Gambar 02: Rapat bulanan terkait evaluasi kerja BPD dan PEMDES 

 



 

 

 

Gambar 03: rapat sekaligus musyawarah RPJ tahunan BPD dan 

PEMDES 

 

Gambar 04: wawancara Bersama bapak ketua BPD desa sakuru 

 



 

 

 

Gambar 05: wawancara sekaligus penerimaan penelitian Bersama bapak 

kepala desa sakuru 

 

 



 

 

 

Gambar 06: serah terima surat penelitian  

 

Gambar 07: masyarakat dengan BPD dalam menampung aspirasi 

masyarakat 



 

 

 

Gambar 08: foto wawancara Bersama bapak ketua RT 08 

 

 

Gambar 09: wawancara Bersama Anggota BPD Desa sakuru 



 

 

 

Gambar 10: wawancara Bersama bapak kepala dusun 

 

 

 

Gambar 11: foto pengajian sekaligus musyawarah Bersama ketua RT dan 

semua elemen masyarakat  

 


